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Abstract


That according to Article 61 paragraph 3 of Government Regulation No. 24 of 1997 states that: If a person has the right to land had died then right as heir must register their rights within a period of 6 (six) months after the death of the person, not charged pendaftaran.Dari fee provisions of article above that the presence of legal events in the form of inheritance, it can be said that the heir who receives the transfer of property rights as heir must register their rights transition to the Office of National Defence. Within a period of 6 (six) months after the death of the testator must be registered, it is intended that the issuance of new certificates can on behalf of the heirs in question and that the certainty and legal protection for holders of the new property. That the implementation of the registration of transfer of rights because inheritance is done directly by the rights holder / or heirs to the National Land Office, accompanied by the documents that must be satisfied that the respondent completing the registration of property rights for inheritance transition is done through the ravine by 18 respondents or 60% who do request through the intermediary of notary services as much as 7 respondents or 23.334% and the register transfer of rights as an individual inheritance as much as 5% of the respondents, or 16,667.

Abstrak
Bahwa menurut Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa:Jika seorang yang mempunyai hak atas tanah telah meninggal dunia maka hak itu sebagai ahli waris wajib melakukan pendaftaran haknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang tersebut, tidak dikenakan biaya pendaftaran.Dari ketentuan pasal diatas bahwa dengan adanya peristiwa hukum berupa pewarisan, maka dapat dikatakan bahwa ahli waris yang menerima peralihan hak milik itu sebagai pewaris wajib melakukan pendaftaran peralihan haknya ke Kantor Pertahanan Nasional. Dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sejak orang meninggalnya pewaris maka wajib didaftarkan, hal ini dimaksudkan supaya dapat diterbitkannya sertifikat baru atas nama ahli waris yang bersangkutan dan supaya adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik yang baru. Bahwa pelaksanaan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dilakukan secara langsung oleh pemegang hak / atau ahli waris ke Kantor Pertanahan Nasional dengan disertai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi bahwa  responden yang  melakukan pendaftaran peralihan hak milik karena pewarisan dilakukan melalui  lurah sebanyak 18 responden atau 60% yang melakukan permohonan melalui perantaraan jasa notaris sebanyak 7 responden atau 23,334% dan yang melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan secara individu sebanyak 5 responden atau 16,667 %.

BAB I PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar – dasar untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah bagi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diatas maka diselenggarakan kegiatan pendaftaran tanah. Dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA mengatur secara tegas mengenai pendaftaran tanah yaitu:

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Pendaftaran tersebut, dalam Pasal 19 ayat (1) ini meliputi :

· Pengukuran, Pemetaan, pembukuan tanah 
· Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak atas tanah tersebut
· Pemberian surat – surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;
· Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat.

Pasal 19 UUPA ini ditunjukan kepada pemerintah sebagai suatu instruksi agar diseluruh Wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat ”rech kadaster” artinya bertujuan menjamin kepastian hukum.
Selanjutnya ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih jelas lagi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :
Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, teratur dan berkesinambungan, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang – bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang ada haknya dan satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya.

Adapun tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang menentukan :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak – hak lain yang terdaftar bagi pemegang hak tersebut,

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak lain yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar ,

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 huruf a khususnya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 merupakan salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang terkait dalam Pasal 19 ayat (1)UUPA yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Kepastian hukum yang terkait dengan data fisik dan data yuridis penguasaan tanah. Kepastian hukum tersebut meliputi kepastian mengenai orang/ badan hukum yang menjadi subjek hak dan kepastian mengenai letak, Batas – Batas serta luas bidang – bidang tanah yang disebut juga kepastian mengenai objek.1
Ketentuan mengenai pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 UUPA tidak hanya ditunjukkan kepada pemerintah, akan tetapi ketentuan ini juga ditunjuk kepada para pemegang hak milik atas tanah. Hak milik secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 27 undang – undang No 5 Tahun 1960. Pengertian hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUPA  yang menentukan bahwa “Hak milik adalah hak yang turun menurun,terkuat dan terpenuhi yang dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6”.
Maksud dari pasal tersebut adalah hak milik mempunyai tiga sifat khusus yang tidak dipunyai / dimiliki oleh hak – hak lainnya yaitu turun menurun, terkuat dan terpenuh.
Turun menurun mengandung makna bahwa hak milik atas tanah tersebut tidak hanya berlangsung selama hidup dari pemegang haknya, melainkan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila memiliki atas tanah tersebut meninggal dunia, sehingga hak milik atas tanah tersebut dapat berlangsung selamanya.

Terkuat mengandung makna bahwa hak milik atas tanah merupakan induk dari hak – hak lainnya sehingga hak milik tersebut dapat dibebani dengan hak – hak lain. Diatasnya. Misalkan : hak guna bangunan, hak sewa,hak pakai dan lain – lain.
Terpenuh mengandung makna hak milik memberikan wewenang penuh kepada pemegang hak miliknya,dalam hal penggunaan tanah misalnya diatas tanah tersebut didirikan bangunan , tanaman , dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya hak milik di Batasi dengan ketentuan Pasal 6 UUPA yang mengatur tentang :semua hak milik atas tanah mempunyai fungsi. Ketentuan Pasal 6 tersebut mengandung makna bahwa hak milik atas tanah yang ada pada seseorang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan peruntukan tanahnya. Hal ini tidak berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak oleh kepentingan umum melainkan tetap terjaga keseimbangan antara pelaksanaan kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.
Dalam Pasal 20 ayat (2)UUPA yang menentukan bahwa :”hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas adalah hak milik atas tanah tersebut dapat beralih kepada pihak lain baik karena peristiwa hukum maupun perbuatan hukum. Berpindahnya hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, misalkan salah satunya adalah karena pewarisan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas mengenai keputusan hukum untuk hak milik wajib didaftarkan, hal ini disesuaikan dengan Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 UUPA  yang menentukan bahwa :

1. Setiap peralihan hapusnya dan pembebanannya dengan hak – hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19,

2. Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang terkuat mengenai hapusnya hak milik atas tanah serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

      Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka hak milik atas tanah harus  didaftarkan, demikian pula setiap perubahan yang terjadi yang disebabkan adanya peralihan hak harus didaftarkan, salah satu cara peralihan hak milik dalam hal ini adalah pewarisan.
Orang yang menerima hak milik karena pewarisan wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah ke Kantor Pertanahan,seperti yang dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:
1. Untuk pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan mengenai bidang – bidang hak yang sudah didaftarkan dan hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana yang diwajibkan dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahakan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan ,surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris,

2. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum terdaftar , wajib diserahkan juga dokumen – dokumen sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat 1 huruf  b.

             Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dikatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan wajib didaftarkan. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak atas tanah telah meninggal dunia maka yang menerima adalah ahli waris wajib mendaftarkan haknya dalam  Batas waktu 6(enam)bulan sejak meninggal dunia.  Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik mengangkat judul   PERMASALAHAN TENTANG BATAS WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI BADAN PERTANAHAN KOTA  SAMARINDA.”Disamping itu pula penulis ingin mengetahui bagaimana pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh karena pewarisan dan juga ingin mengetahui Batas waktu pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagi berikut :

“Apakah Batas waktu pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 3 Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997”

C. Tujuan Penelitian 


Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Batas waktu pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiritis adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumeber dengan menggunakan data primer sebagai data sebagai data utamanya dan data skunder sebagai data pendukung.

2. Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder.
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan  narasumber tentang obyek yang diteliti.
b. Data sekunder adalah data terdiri bahan hukum primer dan bahan  hukum sekunder.
c. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yaitu:
(1) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria .
(2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 
(3) Pemerintah Menteri Agraria /Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

d. Bahan hukum sekunder yaitu : Meliputi buku – buku, hasil penelitian, artikel yang terkait dengan obyek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Untuk data primer dengan menggunakan :

1) Kuisioner yaitu berupa data pertanyaan yang diberikan kepada responden yang bersifat terbuka yaitu daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban yang dimaksud
2) Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab langsung dengan Narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti , dimana pertanyaan telah disusun secara terperinci dengan mengambil pokok –pokoknya  saja, sehingga data – data yang diperoleh benar – benar berkait dengan obyek yang diteliti.Tujuan wawancara adalah memperoleh data primer.

b. Untuk data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi penelitian 

Sesuai dengan judul ini, maka lokasi penelitian adalah Samarinda yang terdiri dari tujuh belas kecamatan yang tersebut , penulis mengambil tiga kecamatan dengan purposive yaitu dengan pertimbangan yang masyarakatnya banyak melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batas waktu pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan 

Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

“Jika seorang yang mempunyai hak atas tanah telah meninggal dunia maka hak itu sebagai ahli waris wajib melakukan pendaftaran haknya dalam Batas waktu 6(enam)bulan sejak meninggalnya orang tersebut, tidak dikenakan biaya pendaftaran”.

Dari ketentuan pasal diatas bahwa dengan adanya peristiwa hukum berupa pewarisan, maka dapat dikatakan bahwa ahli waris yang menerima peralihan hak milik itu sebagai pewaris wajib melakukan pendaftaran peralihan haknya ke Kantor Pertahanan Nasional. Dalam Batas waktu 6 (enam)bulan sejak orang meninggalnya pewaris maka wajib didaftarkan, hal ini dimaksudkan supaya dapat diterbitkannya sertifikat baru atas nama ahli waris yang bersangkutan dan supaya adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik yang baru. Sejak tanggal pewaris meninggal dunia maka dimungkinkan untuk terbukanya pembagian warisan kepada setiap ahli waris yang terkait dimana setiap ahli waris harus dapat membuktikan dan memenuhi syarat – syarat sebagai ahli waris. Sedangkan mekanisme pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertahanan hanya membutuhkan waktu 21 hari untuk diterbitkannya sertifikat berdasarkan standar Operasional Pengaturan dan pelayanan (SPOPP)tahun 2005, dalam hal ini ahli waris harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan namun apabila syarat – syarat ini tidak bisa dilengkapi oleh waris untuk terlaksananya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan maka dapat dimungkinkan Batas waktu ini melebihi dari apa yang diharapkan yaitu 21 hari untuk diterbitkannya sertifikat baru.
Pendaftaran tanah yang diselenggarakan Pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu : Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sebidang tanah , satuan rumah susun dan hak –hak lain yang terdaftarkan bagi pemegang hak bersangkutan , untuk menyediakan informasi kepada pihak lain yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat diperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pendaftaran tanah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan pasal 3 huruf   a Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 diatas merupakan salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diperintahkan dalam pasal  19 ayat (1) UUPA yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Kepastian hukum disini yaitu yang menyangkut data fisik dan data yuridis penguasaan tanah  dengan demikian kepastian tersebut meliputi kepastian mengenai orang / badan hukum yang menjadi subyek hak dan kepastian mengenai letak , Batas-Batasnya , sertaserta luas bidang-bidang tanah yang disebut  juga kepastian mengenai obyeknya.


Pelaksanaan Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dari pewaris kepada ahli waris yang lebih dari Batas waktu 6 (enam)bulan disebabkan karena ada istiadat masyarakat setempat, susahnya untuk mengumpulkan ahli waris yang berada diluar wilayah kecamatan , belum dilengkapinya persyaratan,penggantian blangko,juga karena adanya kewajiban pembayaran ke kas negara. Untuk tanah yang luasnya sampai 1000 m akan dikenakan biaya Rp.393.000.00, biaya surat permohonan /blangko untuk mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan Rp. 25.000 dan untuk biaya pengukuran tanah. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang biaya pendaftaran.
B. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 61 ayat (3) PP No.24 Tahun 1997 di Samarinda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Samarinda penulis mengambil 30 responden yang sudah melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Pendaftaran peralihan hak itu bisa dilakukan secara kolektif yaitu permohonan pendaftaran peralihan hak milik  atas tanah karena pewarisan dapat dilakukan menggunakan jasa perantara dalam hal ini bisa notaris, PPAT yang berwenang atau melalui lurah (dalam hal ini pejabat notaris  sementara yang ditunjuk ) Peralihan hak juga dapat dilakukan secara individu (secara langsung) yaitu pelaksanaan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dilakukan secara langsung oleh pemegang hak / atau ahli waris ke Kantor Pertanahan Nasional dengan disertai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi bahwa  responden yang  melakukan pendaftaran peralihan hak milik karena pewarisan dilakukan melalui  lurah sebanyak 18 responden atau 60% yang melakukan permohonan melalui perantaraan jasa notaris sebanyak 7 responden atau 23,334% dan yang melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan secara individu sebanyak 5 responden atau 16,667 %

Berdasarkan hasil diatas hal ini kita dapat melihat bahwa responden lebih memilih  untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan lebih mengurus melalui perantara non notaris dari pada menggunakan jasa notaris dikarenakan biaya yang lebih mahal sedangkan pengurusan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan secara langsung / atau individu dirasakan karena birokrasi – birokrasi yang terbelit – belit sehingga membuat Batas waktu untuk terbitnya sertifikat menjadi lebih lama.
Bahwa dapat diketahui responden dalam hal ini melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengeluarkan biaya rata – rata Rp 600.000 untuk terbitnya sertifikat. Jadi dalam hal ini terkadang untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik responden / masyarakat apabila melihat biaya yang dikeluarkan begitu cukup mahal. Hal ini bisa mempengaruhi proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan sehingga Batas waktunya menjadi relatif lama karena adanya kewajiban membayar ke Kas Negara hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2002 tentang biaya pendaftaran.
Bahwa responden menyadari pentingnya mempunyai tanah dengan status tanah hak milik.  Karena Hak milik adalah hak yang kuat, terpenuh dan turun-temurun dan merupakan induk dari hak-hak atas tanah lainnya. Dengan mempunyai sertifikat hak milik atas tanah, responden dapat memiliki manfaat yaitu sebagai pemilik yang sah atas tanah juga responden dapat mempunyai wewenang yang lebih luas misalnya dapat digadaikan, untuk jaminan hutang dan  lain-lain.

Dengan sertifikat hak milik tersebut responden merasa lebih aman dan tenang karena telah menjadi pemilik yang sah sehingga akan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dengan demikian  tanah tersebut dikemudian hari dapat diwariskan lagi.
Dari hasil ini kita dapat melihat bahwa faktor usia seseorang tidak mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan  perubahan status hak atas tanahnya menjadi hak yang lebih kuat.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Berdasarkan Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa:Jika seorang yang mempunyai hak atas tanah telah meninggal dunia maka hak itu sebagai ahli waris wajib melakukan pendaftaran haknya dalam Batas waktu 6(enam)bulan sejak meninggalnya orang tersebut, tidak dikenakan biaya pendaftaran.Dari ketentuan pasal diatas bahwa dengan adanya peristiwa hukum berupa pewarisan, maka dapat dikatakan bahwa ahli waris yang menerima peralihan hak milik itu sebagai pewaris wajib melakukan pendaftaran peralihan haknya ke Kantor Pertahanan Nasional. Dalam Batas waktu 6 (enam)bulan sejak orang meninggalnya pewaris maka wajib didaftarkan, hal ini dimaksudkan supaya dapat diterbitkannya sertifikat baru atas nama ahli waris yang bersangkutan dan supaya adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik yang baru.
2. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dilakukan secara langsung oleh pemegang hak / atau ahli waris ke Kantor Pertanahan Nasional dengan disertai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi bahwa  responden yang  melakukan pendaftaran peralihan hak milik karena pewarisan dilakukan melalui  lurah sebanyak 18 responden atau 60% yang melakukan permohonan melalui perantaraan jasa notaris sebanyak 7 responden atau 23,334% dan yang melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan secara individu sebanyak 5 responden atau 16,667 %.
B. Saran - saran :

1. Walaupun Pelaksanaan Ketentuan Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Batas waktu pendaftaran peralihan hak milik tanah karena pewarisan di Samarinda belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tersebut. Hal ini karena adanya kendala-kendala yang dialami oleh pemegang hak milik dalam melakukan pendaftaran peralihan hak tersebut, misalkan biaya pendaftaran peralihan yang dirasakan mahal dan prosedur yang  berbelit-belit.Pemegang hak atas tanah tersebut sebelum melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, sebaiknya memperhatikan Batas waktu yang telah ditetapkan dalam melakukan pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat administratif  yang telah ditentukan .
2. Untuk Kantor Pertanahan Samarinda sebaiknya memberikan penyuluhan tentang adanya Batas waktu pendaftaran peralihan hak milik karena pewarisan seperti diterapkan dalam peraturan kepada masyarakat dan birokrasinya juga diharapkan tidak terlalu berbelit-belit sehingga biaya untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan tersebut menjadi lebih mahal.
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